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ABSTRAK

Banyaknya penyelewengan terhadap peraturan pencatatan pernikahan
(nikah sirri) menggugah pemerintah untuk membuat sebuah rancangan
perundang-undangan untuk mengcover hal tersebut. Tujuan pembuatan
Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang
Perkawinan yang beberapa pasalnya mengatur tentang pemidanaan bagi pelaku
nikah sirri, bagi pemerintah adalah untuk melindungi hak-hak perempuan dan juga
anak hasil pernikahan. Perjalanan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil
Peradilan Agama Bidang Perkawinan tidak semulus yang dibayangkan. Banyak
pro dan kontra terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut dengan berbagai
alasan dan dalil yang digunakan untuk menyikapinya. Permasalahan tersebut
sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, dengan subyek penelitian yang penyusun
pilih dalam penelitian ini adalah kiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa
Yogyakarta. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pola penalaran
kiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemidanaan
pelaku nikah sirri? dan sejaumana pandangan kiai-kiai Nahdlatul Ulama daerah
Istiewa Yogyakarta tentang pemidanaan pelaku nikah sirri mengandung
kemaslahatan dan kemudharatan?.

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengkaji dengan menggunakan
penelitian lapangan (field research). Bahan primer dari penelitian ini ialah
pandangan Kkiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang
pemidanaan bagi pelaku nikah sirri yang diperoleh dengan cara wawancara
terpimpin (guided interview). Buku, kitab dan karya ilmiah yang terkait dengan
permasalahan tersebut juga menjadi bahan sekunder dari penyusunan skripsi ini.
Pendekatan yang penyusun pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul
figh (normatif).

Berdasarkan analisa yang dilakukan penyusun, kiai-kiai Nahdlatul Ulama
Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pandangan yang berbeda mengenai
pemidanaan pelaku nikah sirri. Kiai-kiai yang pro terhadap pemidanaan nikah sirri
berpendapat bahwasanya negara berhak melakukan hukuman za’zir, artinya
bentuk hukumanya diserahkan kepada pemerintah baik berupa kurungan maupun
denda kepada pelaku nikah sirri, untuk melindungi institusi pernikahan. Institusi
pernikahan merupakan sesuatu yang luhur. Untuk melindungi sesuatu yang luhur
ini, maka perlu diambil sebuah kebijakan yang jelas. Jika tidak dilindungi dari
kemungkinan-kemungkinan buruk yang menyertai, maka sebuah pernikahan bisa
menjauhkan dari semangat sakinah mawaddah wa rahmah. Sedangkan kiai-Kiai
yang kontra berpendapat nikah sirri bukan merupakan tindak kejahatan, hanya
merupakan pelanggaran administrasi karena tidak mencatatkan di KUA. Dengan
demikian pemidanaan bagi pelaku nikah sirri akan banyak maslahatnya dari pada
mudharatnya. Hal ini dikarenakan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku
nikah sirri dan terciptanya tertib administrasi kependudukan dan juga seharusnya
orang tidak akan meremehkan lembaga-lembaga yang sakral dalam kehidupan.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farizi Farkhan

NIM : 11350082

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya

atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 29 Dzulgo’dah 1436 H
13 September 2015

Yang Menyatakan
ERA .
APEL

NIM:11350p82



ot
R
_ QI Universitas Istam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
mengadakan perbaikan scperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat

Nama : Muhammad Farizi Farkhan

NIM : 11350082

Judul Skripsi : Pandangan Kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa
" Yogyakarta Tentang Pemidanaan Pelaku Nikah Sirri.

_._.geESﬂ]amSmSatuHukumlsm

Dmgmmrkam:mmglmmag&rshpm&audamﬁmch&tehmdapat
iannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 02 Dzulhijjah 1436H
16 Sepiemhaf 2015 M

Eembhnb;t?g

Dr. H. A. Malik Madany., M.A.
NIP: 19520109 197803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYART'AH DAN HUKUM
JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : UIN,02/DS/PP.00.9/0536/2015

Tugas Akhir dengan judul :PANDANGAN KIAT NAHDLATUL 'ULAMA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PEMIDANAAN PELAKU NIKAH SIRRI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FARIZI FARKHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 11350082

Telah diujikan pada : Jumat, 25 September 2015

Nilai ujian Tugas Akhir (A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang
¢ V-

Dr, H. Malik Madany, M.A,
NIP. 19520109 197803 1 002

. Penguji I @ Penguji g 5

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. _ Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
19710430 199503 1 001 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 25 September 2015

~=UJIN Sunan Kalijaga

. NIP. 19670518 199703 1 003

" 08/10/2015 -



MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang (bisa) memberikan

manfaat kepada sesama manusia”

(Esaadaley al Le b Aale als Loy Jas (b lag¥) sles g aSla¥) Slia alal)

“Illmu adalah kehidupan Islam dan merupakan tiang Iman. Barang
siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan

b

memberitahu apa yang tidak dia ketahui’

LAY 8393 po Adlas ) # Jary ale i (e JS g

“Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak tidak
akan sempurna”

“Kerendahamnu tidak akan terangkat dengan

merendahkan orang lain”

(KH. Musthofa Bisri)

! Ahmad bin Ruslan Asy-Saf’i, matan az-zubad, (Mekah: Maktabah as-$aqafah,
1984), him. 8
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1987 dan 05936/U/1987.

I.  Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ b be
< Ta’ t te
< Sa’ S es (dengan titik diatas)
@ Jim J je
C Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
'C Kha’ kh ka dan ha
> Dal d de
3 Zal 7 zet (dengan titik di atas)
) Ra’ r er
) za’ z zet
o Sin S es
g3 Syin sy es dan ye
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Sad

Dad

Ta’
Za
ain
gain
fa’
gaf
kaf
lam
mim
nun
waw
ha’
hamzah

ya

es (dengan titik di bawah)

de (dengan titik di bawah)

te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka

3

el

3

em
‘en
w

ha

apostrof

ye

Il.  Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

-

“oe

[RRE NV

w

s

ditulis

ditulis

Muta’addidah

‘iddah

I1l. Ta’marbutah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis h




i

ditulis
ditulis

hikmah
jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis h

el g¥dal S

Ditulis

Karamah al-auliya’

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t

hadl) 3185 Ditulis zakatul fitri
IV. Vokal Pendek
_ fathah ditulis a
_ el kasrah ditulis i
! dammah ditulis u




V. Vokal Panjang
1. | Fathah + alif Llals ditulis a jahiliyyah
2. || Fathah + ya’ mati (i ditulis a tansa
3. | Kasrah + ya’ mati ﬁ)s ditulis I karim
4. || Dammah +wawu mati (=3 8 ditulis i furid
V1. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya mati ditulis ai
6‘5"'“ ditulis bainakum
2. Fathah + wawu mati ditulis au
JsA ditulis gaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
eﬁﬂ ditulis a’antum
@ e ditulis widdat
ad S ol ditulis la’in syakartum

VIIl. Kata sandang Alif + Lam

Xi

a. Biladiikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)




Gy Al Ditulis Al-Qur’an

o LAl Ditulis Al-Qivas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el) nya.

s Lanal) ditulis as-Sama’
ansl) ditulis Asy-Syams
IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
oyl 93 ditulis Zawi al-firiid
diud) Jal ditulis Ahl as-Sunnah
X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya
Toko Hidayah, Mizan.
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KATA PENGANTAR
axn el Al
A sy lazaa o agil s il V)Y o agil 2Oy 5 Gla) deniy Liendl (531 A aaall
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu kejadian penting dan sakral dalam
kehidupan setiap manusia, baik ditinjau dari sudut individu maupun kelompok.
Dengan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan
menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang berperadaban, serta
dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram dan penuh
kasih sayang antara suami istri.*

Perkawinan juga merupakan perjanjian yang sangat sakral antara
sepasang laki-laki dan perempuan. Allah menyebutnya dalam surat an-Nisa’
ayat 21 sebagai perjanjian yang kokoh ( Uade Wl ) yang mana kata ini
dalam al-Qur’an digunakan perjanjian antara Allah dan Nabinya.?

Perjanjian yang kokoh tersebut menggambarkan bahwa pernikahan
adalah perjanjian yang sakral dan bertujuan untuk membangun hubungan yang
kokoh sampai akhir hayat. Disisi lain perkawinan dalam Islam merupakan
basis dalam terbentuknya masyarakat yang kuat, karena perkawinan menjadi

sarana dalam menyelamatkan keturunan dalam nasab yang jelas.

'Ahmad Azhar Basyir, Hukum Pernikahan Islam (Yogyakarta : Ull Press, 2000),
him.1.

’Kata Wale Wl dijelaskan oleh Prof. Khoirudin Nasution dengan menggunakan
metode tematik dan holistik yang melihat penggunaan kata tersebut pada ayat-ayat lain. Lihat
penjelasannya dalam bukunya , Khoirudin Nasution, Hukum Perdata Islam Indonesia Dan
Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan,
Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam (Yogyakarta :
ACAdeMia dan TAZZAFA, 2009), him.219-223

1



Karena pentingnya sebuah perkawinan, maka Islam mengaturnya
dengan tata cara yang sangat ketat. Sebuah pernikahan harus memenuhi rukun-
rukun nikah, yaitu adanya calon kedua mempelai, wali, saksi dan akad. Dari
ketentuan-ketentuan rukun ini, sebuah pernikahan tidak akan sah apabila satu
diantaranya tidak terpenuhi.’

Nikah sirri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih
banyak terjadi di Indonesia. Namun nikah sirri sendiri ternyata ada beberapa
versi. Versi yang pertama yaitu nikah sirri yang berkembang di dalam kitab
fikih, seperti yang diungkapkan oleh Mahmud Syaltut bahwa nikah sirri yang
dibahas oleh para ulama ada dua bentuk. Bentuk pertama yaitu akad
pernikahan yang dilakukan tanpa saksi, tanpa publikasi dan tanpa dicatatkan
dalam catatan resmi negara. Bentuk yang kedua yaitu pernikahan yang dihadiri
oleh para saksi namun para saksi tersebut diharuskan untuk merahasiakan
terjadinya pernikahan yang berlangsung.*

Versi yang kedua yaitu pernikahan sirri yang di definisikan oleh M.
Zuhdi Mudlor, menurutnya perkawinan sirri adalah perkawinan yang
dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi petugas pencatat
perkawinan (PPN) atau kepala KUA. Oleh karenanya perkawinan itu tidak
tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga suami istri tersebut tidak
mempunyai surat nikah yang sah, dan biasanya orang yang dipercaya untuk

menikahkan dalam perkawinan sirri adalah para ulama, atau kiai dan orang

*Dadi Nurhaidi, Nikah di Bawah Tangan ; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja,
(Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2003) him.16.

*Mahmud Syaltut, al- Fatawa, cet 11, (ttp: Dar al- Qalam,tt), him.268.



muslim lainya yang dianggap atau dipandang mengetahui hukum-hukum
munakahah.®

Versi yang ketiga, yaitu nikah sirri yang berkembang di kalangan
sebagian Mahasiswa beberapa kota besar di Indonesia pada dekade delapan
puluhan, yakni adanya pernikahan yang dilangsungkan antara mempelai laki-
laki dan perempuan dengan wali yang bukan wali nasab melainkan cukup
dengan wali sesama orang mukmin atau kiai dan disaksikan oleh para saksi
yang diminta untuk merahasiakan pernikahan tersebut kecuali kepada pihak-
pihak tertentu. Dalam pernikahan ini sangat ditekankan agar komitmen untuk
tidak mempunyai anak dan sebisa mungkin tidak melakukan hubungan seksual
suami istri, melainkan dalam bentuk kemesraan yang lain dan kelak di
kemudian hari manakala keduanya telah memiliki kesiapan yang cukup untuk
melakukan pernikahan yang normal seperti yang diatur dalam hukum Islam
yang konvensional. °

Dalam penelitian ini yang dimaksud penyusun adalah nikah sirri yang
versi kedua, yaitu nikah sirri yang berkembang di kalangan masyarakat
Indonesia pada umumnya yang biasa juga disebut dengan kawin kampung,

yaitu pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan

M. Zuhdi Mudlhor, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak dan Rujuk),
Menurut Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan,
Undang-Undangan no.7 Tahun 1989 (Undang-Undang Peradilan Agama) dan KHI,
(Bandung : Mizan, 1985), him.22.

® H.A. Malik Madany, Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam, Makalah
disampaikan dalam seminar tentang “Nikah Sirri dalam Tinjauan Syar’i, Hukum Positif dan
Psiko Sosial” di Auditorium Ull Pusat, 22 April 2001.



oleh aturan agama, hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada
Kantor Urusan Agama (KUA).”

Di Indonesia, perkawinan harus dicatat di depan pegawai pencatat
nikah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1
Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) bahwa. “Perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak
diakui oleh Negara dan tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya jika
kemudian hari terjadi pertikaian dan persengketaan dalam pernikahan tersebut,
maka masalah dalam pernikahan yang tidak tercatat tidak bisa diajukan ke
pengadilan.

Pada tahun 2010 pemerintah melalui Kementerian Agama
mengusulkan draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan
Agama bidang Perkawinan kepada DPR-RI yang waktu itu sudah masuk di
dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Di dalam RUU tersebut
membahas mengenai pernikahan sirri, poligami, dan nikah mut’'ah. Akan
tetapi masih ada pro dan kontra dalam RUU tersebut. Hal itu dikarenakan
adanya aturan mengenai pemidanaan yang berupa kurungan maupun denda
bagi pelaku nikah sirri. ®

Sehubungan dengan hal ini maka opini masyarakat terbagi ke dalam

dua kubu yang saling bertentangan, yaitu kubu pro dimana para pemerhati isu

"Ibid., him. 125.

®Pasal 143 Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang
Perkawinan, “Barang siapa melangsungkan perkawinan tidak di hadapadan pejabat pencatat
nikah, di denda paling banyak Rp 6 Juta atau kurungan paling lama 6 Bulan”.



perempuan, para aktifis perempuan menilai adanya hukuman bagi pelaku
nikah sirri sebagai bentuk penegakan keadilan dan sebagai upaya
menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia. Pada kubu yang kontra
dimana para ulama khususnya kalangan Nahdliyyin (NU) melakukan
penolakan adanya hukuman bagi pelaku nikah sirri karena dinilai menyalahi
aturan agama yang telah memperbolehkan nikah sirri, sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam keputusan Bahsul al-Masa’il FMPP XXI se Jawa-Madura
dalam menanggapi Rancangan Undang-Undang Undang-Undang Hukum
Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan terkait pemidanaan bagi pelaku
nikah sirri, poligami dan cerai yang dilakukan tidak di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah (PPN), menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak bisa
membatalkan perkawinan, karena secara syar’i perkawinan tersebut telah sah. S

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengangkat pandangan
Nahdlatul Ulama dalam hal ini pandangan kiai Nahdlatul Ulama Daerah
Istimewa Yogyakarta terhadap pemidanaan bagi pelaku nikah sirri. Dilihat dari
peran Nahdlatul Ulama yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia,
tentu pandangan akan pemidanaan bagi pelaku nikah sirri memiliki dampak
pada umat muslim kebanyakan di Indonesia dalam menanggapi dan mematuhi
perundang-undangan Indonesia pada umumnya dan tentang perkawinan pada

khususnya.

’Lihat dalam “Hasil Keputusan Bahsul al-Masa’il FMPP XII se Jawa-Madura
Dalam Rangka Peringatan Satu Abad PP. Lirboyo 2-3  Juni 201,”
http://mbakdloh.wordpress.com/2010/06/22/hasil -eputusan-bahstul-masail-fmpp-xxi-se-
jawa-madura, akses 2 Februari 2015.


http://mbakdloh.wordpress.com/2010/06/22/hasil

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan
beberapa pokok masalah sebagai bahan penelitian dan pembahasan, yaitu :
1. Bagaimana pola penalaran kiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa
Yogyakarta tentang pemidanaan bagi pelaku nikah sirri?
2. Sejauhmana pandangan kiai-kiai Nahdlatul Daerah Istimewa Yogyakarta
tentang pemidanaan nikah sirri mengandung kemashlahatan dan

kemudharatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian skripsi ini
adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pola penalaran kiai-
kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemidanaan
bagi pelaku nikah sirri.

2. Memaparkan pandangan Kkiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa
Yogyakarta terkait pemidaan bagi pelaku nikah sirri dan sejauh mana
pandangan itu mengandung mashlahat dan mudharat.

Adapun kegunaan yang diharapakan dalam penyususnan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
pengembangan pemikiran di bidang ilmu Hukum Islam, juga sebagai salah
satu kontribusi pemikiran penyusun khususnya dalam bidang ilmu hukum

keluarga Islam.



2. Sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat praktis bagi siapapun yang
mempunyai permasalahan dengan keadaan yang dipaparkan, terkait

pemidanaan pelaku nikah sirri.

D. Telaah Pustaka

Dalam membahas tema pokok dalam penyusunan skripsi ini, penyusun
menemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan topik ini di
antaranya :

Buku yang berjudul Nikah di Bawah Tangan ; Praktik Nikah Sirri
Mahasiswa Jogja karya Dadi Nurhaedi. Buku tersebut mengemukakan analisa
fenomena nikah sirri di kalangan mahasiswa muslim di Yogyakarta dengan
menggunakan pisau analisis sosiologis, serta menulusuri sebab, motivasi dan
tujuan secara normatif, psikologis, biologis atau sosio-ekonomi sehingga
mereka melakukan nikah sirri. *°

Buku yang ditulis oleh Dadi Nurhaidi di atas membahas tentang
perkawinan sirri yang dilakukan oleh mahasiswa muslim di Yogyakarta,
berbeda dengan skripsi yang diteliti oleh penyusun adalah pandangan kiai NU
DIY tentang pemidanaan nikah sirri. Artinya dalam penyusunan skripsi ini
penyusun meneliti pandangan atau pendapat kiai NU DIY tentang nikah sirri
dan sejauhmana pandangan kiai NU DIY tersebut mengandung kemaslahatan

dan kemudharatan.

°Dadi Nurhaidi, Nikah di Bawah Tangan ; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja”
(Yogyakarta : Saujana, 2003).



Selanjutya skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim-hakim
Pengandilan Agama Yogyakarta mengenai Nikah Sirri”** yang ditulis oleh
Syamsul Ma’arif. Skripsi ini membahas tentang pandangan Hakim-hakim di
Pengadilan Agama Yogyakarta yang masih sering terjadi dan dasar istinbaz
hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Dari hasil
analisis skripsinya tersebut bahwa hakim-hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta secara garis besar mengatakan bahwa nikah sirri walaupun sah
menurut agama namun status pernikahanya tidak mempunyai kekuatan hukum,
akibat hukum dan perlindungan hukum. Karena alasan yang dominan dalam
menyikapi pernikahan sirri tersebut adalah melanggar ketentuan Undang-
Undang Peerkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sangat
merugikan pihak istri dan anak hasil dari pernikahan tersebut.

Bedanya skripsi yang disusun oleh Syamsul Ma’arif dengan skripsi ini
adalah subjek penelitianya, yaitu hakim-hakim di Pengadilan Agama
Yogyakarta, sedangkan dalam penyusunan skripsi ini penyusun memlilih
subyek kiai NU DIY. Selain itu skripsi ini lebih spesifik pada pemidanaan
pelaku nikah sirri.

Karya yang selanjutnya skripsi yang disusun oleh Harisan dari UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Isbat Nikah dan Peluang
Terjadinya Nikah Sirri”. Dalam Skripsi ini penulis menjelaskan fenomena

nikah sirri dalam pandangan masyarakat sekarang ini bahwa nikah sirri adalah

' Syamsul Ma’arif, “Pandangan Hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

mengenai Nikah Sirri”, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2000) Skripsi
tidak diterbitkan.



pernikahan yang dilakukan dengan mengikuti syarat dan rukun seperti yang
disyariatkan dalam Islam, namun tanpa sepengetahuan Petugas Pencatat Nikah
(PPN) yang ada di wilayah tersebut, sehingga nikah sirri tidak mempunyai
bukti yang otentik untuk membuktikan pernikahan tersebut. Ada beberapa hal
yang menjadi faktor penyebab nikah sirri, dalam skripsi ini disebutkan antara
lain faktor keagamaan, faktor birokrasi, faktor ekonomi dan faktor tradisi.*

Berbeda dengan skripsi yang diteliti oleh penyusun yang lebih
menekankan pada pandangan kiai NU DIY tentang pemidanaan bagi pelaku
nikah sirri yang terdapat dalam Rancangan Undang-undang Hukum Materiil
Peradilan Agama bidang Perkawinan dan sejauhmana pandangan kiai NU DIY
tersebut mengandung kemaslahatan dan kemudharatan.

Skripsi yang disusun oleh Jamaludin Nur Aprilyno dari UIN Sunan
kalijaga Yogyakarta fakultas syariah yang berjudul “Ketentuan Sanksi Pidana
Terhadap Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Dalam RUU Hukum Terapan
Peradilan Agama Bidang Perkawinan Studi atas pandangan Mahasiswa
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. * Dalam skripsi ini penulis
menjabarkan tentang pandangan mahasiswa Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta tentang ketentuan pidana bagi nikah yang tidak dicatatkan yang

terdapat di dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

Harisan, “Isbat Nikah dan peluang terjadinya Nikah Sirri (Studi Analisis terhadap
Putusan PA Bantul)”, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, (2004) Skripsi tidak di
terbitkan.

“Jamaludin Nur Aprilyno, “Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan yang
Tidak Dicatatkan Dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan Studi
atas pandangan Mahasiswa Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ”, Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011) Skripsi tidak diterbitkan.
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Bedanya skripsi yang disusun oleh Jalamaludin Nur Aprilyno dengan
skripsi ini adalah subjek penelitiannya yaitu mahasiswa Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sedangkan dalam penyusnan skripsi ini
penyusun memilih subjek kiai NU DIY. Selain itu penyusunan skripsi ini juga
dilihat sejauhmana pandangan kiai NU DIY tersebut mengandung
kemaslahatan dan kemudharatan.

Setelah melihat literatur di atas, maka penyusun menyimpulkan bahwa
dari beberapa karya ilmiah tersebut, belum ada yang menyinggung tentang apa
yang penyusun teliti, akan tetapi penelitian di atas akan penyusun jadikan

rujukan untuk mempertajam analisis yang sedang penyusun lakukan.

. Kerangka Teoritik

Nikah sirri yang dikenal oleh mayoritas masyarakat di Indonesia
sekarang ini adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan
petugas resmi petugas pencatat perkawinan (PPN) atau kepala KUA, oleh
karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga
suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah, dan biasanya orang
yang dipercaya untuk menikahkan dalam perkawinan sirri adalah para ulama,
atau kiai dan orang muslim lainya yang dianggap atau dipandang mengetahui

hukum-hukum mundkahah.**

M. zuhdi Mudlhor, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak dan Rujuk),
Menurut Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan,
Undang-Undangan no.7 Tahun 1979 (Undang-Undang Peradilan Agama) dan KHI,
(Bandung : Mizan, 1985), him.22.
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Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam
tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah SAW maupun
sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Pada waktu itu suatu
perkawinan akan dianggap sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan
syarat-syarat dari perkawinan itu sendiri. Akan tetapi dalam perkembangannya
karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan berbagai pertimbangan
kemaslahatan di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia telah
membuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatanya, hal ini
dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya
kepastian hukum dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan
perkawinan serta akibat dari terjadinya perkawinan tersebut, seperti nafkah
istri, hubungan orang tua dan anak, kewarisan dan lain-lain.

Melalui pencatatan perkawinan ini yang dibuktikan dengan akta nikah,
apabila terjadi perselisihan diantara suami istri tersebut atau salah satu pihak
ada yang tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya
hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena
dengan akta nikah tersebut suami istri memilki bukti otentik atas perkawinan
yang terjadi diantara mereka.

Keharusan mencatatkan perkawinan dalam hukum Islam digiyaskan
pada pencatatan dalam persoalan mudayanah yang dalam situasi tertentu
diperintahkan untuk mencatatkannya, seperti yang disebutkan dalam firman

Allah SWT :
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viw Sy 035 B omme o) I iy il 130 e | ) el
G My oSl il ande LaS™ oS 0F Col8 OLYy Jadly st
Py & gxdy M ade
Ayat di atas menganjurkan untuk menulis persoalan muamalat
(masalah hutang, jual beli dan lain-lain) yang diabayar secara angsuran, sebab
dengan cara itu (pencatatan) merupakan cara yang adil di sisi Allah
menguatkan persaksian dan menjauhkan keraguan.*®
Perkawinan adalah persoalan muamalat yang disana terdapat akad

antara dua orang dan melibatkan kedua belah pihak keluarga, seperti yang

diterangkan dalam firman Allah sebagai berikut :
Tl de Bl oSKon 00Ty Jan ) oSam 28l 15 5 w00 b oSy

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah menyebutkan akad
pernikahan dengan perjanjian yang sangat kuat. Jika melihat kedua konteks ini
dan menggunakan metode giyas aulawi, maka akan ditemukan kesamaan
‘illah antara mencatat persoalan mudayanah (hutang piutang) dan perkawinan
untuk dicatatkan. ‘Illah yang bisa dilihat dalam pencatatan keduanya adalah

menghilangkan keraguan dan ketidakadilan.

>Al-Bagarah (2):282.

g amal Muchtar, “Nikah sirri di Indonesia,” Jurnal Al- Jami’ah . N0.56 (1994)
him. 19.

YAn-Nisa (4) : 21.
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Melihat kedua persoalan ini dengan giyas aulawi, sebab perkawinan
merupakan akad yang telah ditegaskan oleh Allah sebagai perjanjian yang
sangat kuat. Jadi, mencatatkan perkawinan justru lebih diutamakan (harus) dari
pada mencatatkan persoalan muamalat yang lain, sebab perjanjian perkawinan
merupakan perjanjian yang sangat kuat di sisi Allah. Sebagai pertimbangan,
mencatatkan perkawinan berfungsi untuk menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan dalam sebuah perkawinan. Seperti penelantaran hak-hak keluarga
oleh suami (sering terjadi pada istri dan anak), trafficking dan lain sebagainya.

Dalam hal ini penyusun menggunakan teori Maslahah Mursalah dan
Siyasah Syar’iyah sebagai dasar analisa. Maslahah Mursalah yang dimaksud
disini adalah dalam kenyataanya bahwa suatu kemaslahatan yang tidak
mempunyai dasar atau dalil, namun juga tidak ada pembatalnya. Dalam artian
bahwa jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak
ada ‘illah yang keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum kejadian
tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai hukum syara’, yakni suatu
ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan dari kemudlaratan atau untuk
menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan Maslahah
Mursalah. Tujuan utama dari Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan, yakni
memelihara dari kemudlaratan dan menjaga kemaslahatannya. *8

Sedangkan Siyasah Syar’iyah menurut Wahbah Zuhaili adalah
kebijakan negara dalam mengelola urusan bangsa, dengan konsisten

mempertimbangkan ruh syari’ah dalam menggali hukum untuk mencapai

'8Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Figh untuk IAIN, STAIN, PTAIS, (Bandung : Pustaka
Setia 1999), him. 177.
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tujuan sosial, meskipun tidak ada dalil khusus atau terperinci yang dalam al-
Quran dan sunnah. Dengan demikian rakyat memberikan kewenangan
kepada pemerintah untuk membuat aturan yang belum ada di Al-Qur’an dan
Sunnah sepanjang aturan tersebut dituntut demi kemaslahatan rakyatnya.
Indonesia sendiri telah menerapkan hal tersebut, yang hasilnya yaitu dalam
bentuk perundang-undangan.

Di Indonesia, perkawinan tidak sah jika belum dicatatkan di Kantor
Urusan Agama. Pencatatan perkawinan merupakan keharusan untuk sahnya
perkawinan di mata hukum, sebagaimana telah ditetapkan aturan untuk
mencatatkan perkawinan yang tertera dalam undang-undang No.1 Tahun 1974
Pasal 2 ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan
yang berlaku.” .

Keputusan pemerintah untuk mengatur perkawinan dengan adanya
pencatatan nikah tentu sudah melewati beberapa pertimbangan-pertimbangan
kemaslahatan untuk masyarakatnya. Pemerintah tidak selayaknya membuat
aturan yang menyengsarakan rakyatnya, dan jika itu terjadi, maka aturan
tersebut tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan hukum oleh pemerintah.

Dalam sebuah kaidah,

Pislally Lgs a0 )l Jo sl s

YWahbah Zuhaili, adz-Zdarai’ fis Siyasati Syar’ivah wa Figh Islamiih, (Damaskus:
Darul Maktabi, t.t.), him. 9

®Jalaluddin as-Suyitt, al-Asybah wa an-Nadair, (tt:Darul al-kutub al-Islamiyah, t.t),
him.184.
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Selama undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk
menjamin kemaslahatan umat, maka wajib hukumnya untuk mentaatinya.

Sebagaimana firman Allah SWT :

55 OB oSae N1 gl Jgon ) Iymdsl 5 11 Tsnl Iy | 201 Ly
ot s oW sl Bl 05 (5570] Jsefly Bl egas e B
g s

Namun beberapa bangunan teori di atas hanya merupakan salah satu
kerangka berpikir saja dari sekian kerangka berpikir dalam memahami hukum
Islam. Dari sana muncul perbedaan pemahaman terhadap maksud nas yang
kemudian menghasilkan produk hukum yang berbeda. Beberapa hal yang
menjadi penyebab berbedanya hasil ijtihad adalah perbedaan pemahaman teks
al-Qur’an dan al-Sunnah, perbedaan mengenai al-gawa ’id al-usiliyyah dan al-
gawaid al-fighiyyah dan perbedaan dalam menggunakan metodologi istinbar.?
Sama halnya ketika memahami sebuah hukum yang hanya bersandar

pada pendapat ulama terdahulu yang memberikan hasil pemahaman yang
berbeda ketika menyelesaikan suatu perkara kontemporer yang belum
tersentuh hukum Islam. Dari sini keragaman dalam berijtihad tercipta dengan
menggunakan berbagai metodologi yang mampu memperkaya dan

memperluas khazanah keilmuan Islam.

2! An-Nisa (5):59.

?Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Jakarta : Logos,
1971), him.52
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F. Metode Penelitian
Segala usaha apapun diharapkan dapat memberikan hasil yang
semaksimal mungkin, untuk mencapai hasil yang diharapakan tentu diperlukan
metode atau prosedur yang baik dan benar, sehingga mempermudah untuk
memperoleh data yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenaranya, dan
dalam metode penelitian ini mencakup :
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research),
yakni penelitian yang dilakukan terhadap kiai Nahdlatul ‘Ulama Daerah
Istimewa Yogyakarta atas pandangannya terhadap pemidanaan bagi pelaku
nikah sirri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan
Agama bidang Perkawinan.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, dengan memberikan
gambaran permasalahan secara terperinci yaitu memaparkan pandangan
kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemidanaan
bagi pelaku nikah sirri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil
Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang kemudian dianalisis.
3. Teknik Pengumpulan Data
Penyusun paparkan telebih dahulu menganai sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini dapat

dikelompokkan menjadi :
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a. Sumber Primer

Sumber primer ini diperoleh dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama
Daerah Istimewa Yogyakarta yang berupa pandangan dan dasar
argumentasi terhadap pemidanaan bagi pelaku nikah sirri. Sumber data
ini di peroleh dengan cara interview (wawancara).

Metode Interview adalah suatu metode pengumpulan metode
dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan
berdasarkan pada tujuan penelitian.?® Adapun interview yang penyusun
gunakan dalam penelitian ini adalah interview terpimpin (guided
interview), yakni interview yang dilakukan pewawancara dengan
membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang
dimaksud dalam interview terstruktur.*

Adapun narasumber yang telah diwawancarai adalah :

1) Dr. KH. Makhrus Munajat., M.Hum.
2) Dr. KH. Zuhdi Muhdlor., M.Hum.

3) Drs. KH. Abdul Madjid., M.Si.

4) Dr. KH. Abdul Mustagim., MAg.

5) Kiai Ahmad Muzammil.,S.Fil.l

6) Dr. KH. Shofiyullah Muzammil., MAg.
7) Drs. KH. Kharis Masduki.

8) KH. Munir Syafa’at.

ZSutrisno Hadi, Metodolagi Research (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan UGM,
1980).him. 193.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta :
Rieneka Cipta, 1991), him.198.
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9) KH. Muhtarom Ahmad.
10)KH. Muhammad Nuyyamin., Lc.
b. Sumber Sekunder
Adalalah sumber data yang tidak langsung memberikan data
kepada penyusun, yakni penunjang yang bersumber dari kepustakaan,
berupa :
1) Kitab-kitab tafsir, hadis atau fikih yang membahas tentang tema
yang penyusun teliti.
2) Undang-undang tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam.
3) Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama
bidang Perkawinan.
4. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap sebuah permasalahan
sebagai objek penelitian dengan berdasarkan pada hukum Islam, yakni al-
Qur’an dan al-Hadis, kaidah-kaidah fighiyah, dan pendapat-pendapat para
ulama dalam Kkitab-kitab fikih konvensional. Dasar-dasar hukum Islam
tersebut, kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis pendapat Kiai-
kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemidanaan

bagi pelaku nikah sirri.
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5. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuanya dapat
diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang penyusun gunakan
adalah analisis deskritiptif kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul
kemudian disusun, melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang

logis. *°

G. Sistematika Pembahasan.

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara
sitematis, pembahasanya akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang akan mejelaskan arah yang akan
dicapai dalam penelitian ini. Bab ini meliputi latar belakang masalah, tujuan
dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada subtansi
penelitian.

Bab kedua, akan diuraikan tentang gambaran umum tentang nikah sirri,
berbagai teori serta latar belakang kemunculannya. Pembahasan nikah sirri
akan dilihat dari berbagai segi, yaitu dari fikih dan hukum positif di Indonesia
serta nikah sirri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan

Agama bidang Perkawinan.

#Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan
Tehnik,ed.ke 7 (Bandung : Tarsito 1994), him. 140.
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Bab selanjutnya adalah bab ketiga, yang akan memaparkan gambaran
umum mengenai profil Nahdlatul Ulama, metode penetapan hukum Nahdlatul
Ulama dan pola pemikiran kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta
terhadap pemidaan bagi pelaku nikah sirri.

Bab keempat, menguraikan analisis penyusun tentang pola penalaran
kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemidaan bagi
pelaku nikah sirri, dan analisis pemikiran kiai Nahdlatul Ulama Daerah
Istimewa di tinjau dari maslahat dan madlaratnya.

Bab yang terakhir yaitu bab kelima, merupakan penutup dari
pembahasan skripsi ini, dan pada bab ini penyusun memaparkan kesimpulan

dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Penelitian yang telah penyusun lakukan dapat diambil dua kesimpulan.

Kesimpulan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah

dikemukan di atas, yaitu:

1. Kiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai
pandangan yang berbeda mengenai pemidanaan pelaku nikah sirri. Terjadi
pro dan kontra terhadap pemidanaan pelaku nikah sirri. Kiai-kiai yang pro
terhadap pemidanaan nikah sirri berpendapat bahwasanya negara berhak
melakukan hukuman ta’zir, artinya bentuk hukumanya diserahkan
pemerintah baik berupa kurungan maupun denda kepada pelaku nikah sirri
dan yang terlibat, karena negara sebagai ulil amri menpunyai kewenangan
untuk melindungi institusi pernikahan. Institusi pernikahan merupakan
sesuatu yang luhur, institusi yang baik. Untuk melindungi sesuatu yang
luhur ini, maka perlu diambil sebuah kebijakan yang jelas. Jika tidak
dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang menyertai, maka
sebuah pernikahan bisa menjauhkan dari semangat sakinah mawaddah wa
rahmah. Sedangkan kiai-kiai yang kontra berpendapat bahwasanya nikah
sirri bukan merupakan tindak kejahatan hanya merupakan pelanggaran
karena tidak mencatatkan di Kantor Urusan Agama dan negara melakukan

kezaliman apabila memidanakan pelaku nikah sirri dikarenakan
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perzinahan di negara ini masih merajalela akan tetapi orang yang nikah
dan sah secara agama akan tetapi dipidana.

2. Pandangan Kkiai-kiai Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta
tentang pemidanaan pelaku nikah sirri apabila ditinjau dari maslahat dan
mudharatnya akan lebih banyak maslahatnya, dikarenakan  selain
memberikan efek jera terhadap pelaku nikah sirri juga terciptanya tertib
administrasi kependudukan dan seharusnya orang tidak akan meremehkan
institusi yang sakral dalam kehidupan. Sedangkan mudharatnya adanya
pemidanaan pelaku nikah sirri akan memberatkan rakyat kecil karena
apabila undang-undang tersebut benar-benar diterapkan yang menjadi
imbasnya adalah masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi,
mereka sudah diberatkan dengan denda yang dirasa terlalu besar dan
pidana kurungan terhadap pelaku tentu mengakibatkan dampak yang besar

bagi keluarga yang ditinggalkan oleh salah satu dari anggota keluarganya.

B. Saran
1. Perlunya materi pernikahan sirri mendapatkan porsi sepatutnya dalam
pembahasan, diskusi intensif lagi komprehensif, dan penyuluhan kepada
masyarakat akan hakikat pernikahan tersebut. Sehingga berimplikasi
terhadap kesadaran hukum bagi rakyat akan pentingnya pencatatan
pernikahan.
2. Saran bagi pemerintah untuk melibatkan seluruh komponen dalam

masyarakat untuk menggodok Rancangan Undang-undang Hukum
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Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan agar dihasilkan sebuah
produk hukum yang benar-benar memihak dan penuh kemaslahatan bagi
warga negaranya. Menyaring pasal-pasal dalam Rancangan Undang-
undang Hukum Materiil Peradilan Bidang Perkawinan yang sekiranya
produk yang dihasilkan tidak hanya berupa peraturan akan tetapi ada
sebuah ketaatan hukum bagi rakyatnya.

. Kiranya kelak hukuman bagi pelaku nikah sirri disahkan dalam undang-
undang, supaya kemaslahatan bisa terwujud dan memberikan pembaruan
hukum perkawinan di Indonesia. Agar menjadi pedoman bagi hakim
dalam memutuskan sebuah perkara karena hakim adalah unsur penting
dalam penetapan hukum. Dan kepada masyarakat yang pencari keadilan,
karena dibutuhkan kepastian hukum dibidang perkawinan, khususnya
mengenai hukuman bagi pelaku nikah sirri yang sudah banyak

menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan hendaknya kamu menuliskanya. Dan
hendaklah ~ seorang  penulis diantara  kamu
menuliskanya dengan benar. Dan janganlah penulis
enggan menuliskanya sebagaimana Allah telah
mengajarkanya, maka hendaklah ia menulis dan
hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya.

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali,
padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur)
dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka
(isteri-isterimu)  telah  mengambil dari kamu
perjanjian yang kuat.

Kebijakan seorang Imam terhadap rakyatnya harus
didasarkan pada maslahah.

Hai orang-orang yang beriman, ta‘atilah Allah dan
ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-
Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih
baik akibatnya.
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Ini adalah pernikahan sirri yang tidak aku
perbolehkan dan kalau saja orang sebelumku pernah
memfonis masalah ini tentu aku akan menghukum
pelakunya dengan hukuman rajam .
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Umumkanlah pernikahan walaupun hanya dengan
rebana.

Umumkanlah pernikahan walaupun hanya dengan
rebana.

Kebijakan seorang Imam terhadap rakyatnya harus
didasarkan pada maslahah.

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan
ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-
Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih
baik akibatnya.

Menghilangkan kemafsadatan lebih diutamakan dari

pada mengambil kemaslahatan.

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan
ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan hendaknya kamu menuliskanya.

Kebijakan seorang Imam terhadap rakyatnya harus
didasarkan pada maslahah.
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hadis Nabi Muhammad dalam al-Jami’ al-saqir fi al-Hadis al Basir al-Nazir. Kitab
berharga lainya adalah al-Khasais al-Kubra. Dalam bidang Figih karyanya adalah
al-Asbah wa al-nazair. Kemudian sebuah kitab besar yang menghimpun empat
belas cabang ilmu pengetahuan uang diberi nama al-Agwal al-Muhammad li
‘Ulumu al-Jama’ah. Imam Suyuti wafat pada 17 Oktober 1505.
Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut dilahirkan pada tahun 1893 di Desa Munyah, Bani
Manshur, Provinsi Buhairah, Mesir. Pendidikanya dimulai di kampung halamanya
dengan menghafal Al-Qur’an pada seorang ulama setempat. Pada tahun 1906,
menginjak usia 13 tahun, ia memulai pendidikan formalnya dengan masuk
Ma’had Al-Iskandariah. Studinya ini diselesaikan setelah ia mendapat Syahadah
‘Alamiyah (sertifikat setingkat S1) pada tahun 1918. Pada tahun 1919 Syaltut
mengajar di almamaternya. Dari almamaternya, Sylatut lalu pindah ke Al-Azhar.
Selain sebagai pengajar, di institusi pendidikan tertua di dunia ini, ia menjabat
beberapa jabatan penting, mulai dari penilik sekolah-sekolah agama, wakli dekan
fakultas Syariah, pengawas umum kantor lembaga penelitian dan kebudayaan
Islam Al-Azhar, wakil Syekh Al-Azhar, sampai ahirnya pada tanggal 13 oktober
1958 diangkat menjadi Syekh Al-Azhar (Pemimpin tertinggi Al-Azhar). Syekh
Mahmud Syaltut merupakan sosok yang selalu menggeluti dunianya dengan
aktivitas keagamaan, ilmu pengetahuan, kemasyarakatan dan juga perjuangan
politik. Tidak mengherankan katika masih muda, ia sudah dikenal dan dianggap
sebagai seorang ahli fikih besar, pembaharu masyarakat, penulis yang hebat.
Seorang khatib yang hebat dengan penyampaian bahasa yang mudah difahami,
argumentasi yang rasional dan pemikiran yang bijak. Hal ini dibuktikan ketika
pada tahun 1937, Syaltut diutus Majelis Tertinggi Al- Azhar untuk mengikuti
muktamar tentang Al-Qanun Ad-Dauli Al- Mugaran (Perbandingan Hukum
Internasional) di Lahay, Belanda.
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BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 1

Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak
dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.
6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama
6 (enam) bulan.

Pasal 2

Setiap orang yang melakukan perkawinan mutah sebagaimana
dimaksud Pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga)
tahun, dan perkawinannya batal karena hukum.

Pasal 3

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua,
ketiga atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari
Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana
dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta
rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam)bulan.

Pasal 4

Setiap orang yang menceraikan isterinya tidak di depan sidang
Pengadilan sebagaimana dalam Pasal 110 dipidana dengan pidana
denda paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) atau hukum-
an kurungan paling lama 6 (enam)bulan.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan perzinaan dengan seorang perempuan
yang belum kawin sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil
sedang ia menolak mengawininya dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 6



Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.,- (dua belas
juta rupiah).

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak
seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah dan/atau wali hakim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 21 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

Setiap orang yang tidak berhak sebagai wali nikah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22, dan dengan sengaja bertindak sebagai wali
nikah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Pasal 142,
Pasal 143, dan Pasal 145 merupakan tindak pidana pelanggaran, dan
tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 141, Pasal 144, Pasal
146, dan Pasal 147 adalah tindak pidana kejahatan.
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